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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan 

perempuan dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif 

antara lain, sosialiasasi perundang-undangan yang berhubungan dengan 

trafficking, mengadakan seminar-seminar tentang trafficking, pelatihan 

maupun pendidikan kejuruan bagi anggota Polri, melakukan himbauan 

kepada pengguna tenaga kerja maupun pekerja, koordinasi dengan instansi 

terkait, dan melakukan penyelidikan terhadap kepulangan TKI yang 

bermasalah. Sedangkan upaya represif adalah melakukan razia ditempat-

tempat yang diduga rawan dengan perdagangan perempuan / trafficking 

dan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pemberkasan. 

2. Hambatan yang dihadapi Polri dalam mengungkap jaringan sindikat 

perdagangan perempuan antara lain, dilakukan antar pulau/daerah, di mana 

kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau/daerah, kejahatan 

terorganisasi, kurangnya kesadaran publik, aparat penegak hukum 

memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus 

perdagangan orang, serta korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan 

namun melakukan pembiaran. 
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B. Saran 

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan 

korban tindak pidana perdagangan perempuan dengan aktif memberikan 

informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum 

atau pihak yang berwajib, dan kerjasama semua pihak guna pencegahan 

perdagangan perempuan. 

2. Sarana dan prasarana aparat kepolisian perlu ditingkatkan guna mendukung 

upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan. 
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